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Abstract 

Industrial activities often result in negative impacts on the environment, particularly on habitats 

and biological ecological systems. This study explores habitat destruction and biological 

ecological system damages in the study area of PT Pilar Wana Persada, which is part of the 

Dharma Satya Nusantara Group, and the extent to which this company fulfills the "No 

Deforestation, No Peat, No Exploitation" (NDPE) commitment. The research methodology 

involved field surveys, secondary data analysis, literature reviews, and interviews with the 

community. The results indicate that industrial activities cause habitat destruction and 

biodiversity loss in the study area, primarily related to deforestation and land degradation. 

However, the company has adopted NDPE policies to reduce its negative environmental impact. 

Nevertheless, the implementation of these policies still encounters several challenges, such as 

compliance issues and supply chain oversight. This study concludes that although efforts have 

been made to fulfill NDPE commitments, increased supervision and cooperation between 

companies, governments, and communities are still necessary to ensure habitat conservation and 

sustainable ecology in the study area. 

Abstrak 

Kerja industri seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, khususnya terhadap 

habitat dan sistem ekologi hayati. Penelitian ini mengeksplorasi kerusakan habitat dan sistem 

ekologi hayati di area studi PT Pilar Wana Persada, yang merupakan bagian dari Dharma Satya 

Nusantara Group, dan sejauh mana perusahaan ini memenuhi komitmen "No Deforestation, No 

Peat, No Exploitation" (NDPE). Metode penelitian melibatkan survei lapangan, analisis data 

sekunder, tinjauan literature, dan wawancara pada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kegiatan industri menyebabkan kerusakan habitat dan kehilangan biodiversitas di area 

studi, terutama terkait dengan deforestasi dan degradasi lahan. Namun, perusahaan telah 

mengadopsi kebijakan NDPE untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. 

Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih menemui beberapa tantangan, seperti 

masalah kepatuhan dan pengawasan terhadap rantai pasokan. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa meskipun upaya telah dilakukan untuk memenuhi komitmen NDPE, masih diperlukan 

peningkatan pengawasan dan kerjasama antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat untuk 

memastikan konservasi habitat dan ekologi yang berkelanjutan di area studi tersebut. 

 

 



Pendahuluan 

 Kerusakan habitat adalah perubahan atau 

kerusakan pada lingkungan alami tempat hidup suatu 

organisme, yang dapat mengganggu keseimbangan 

ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup 

spesies yang tinggal di habitat tersebut. Kerusakan 

habitat bisa disebabkan oleh berbagai faktor, 

termasuk aktivitas manusia seperti deforestasi, 

urbanisasi, polusi, perubahan iklim, dan eksploitasi 

sumber daya alam. 

Beberapa teori yang menjelaskan kerusakan habitat 

antara lain: 

1. Teori Fragmentasi Habitat: Teori ini 

menjelaskan bagaimana pembagian dan 

fragmentasi habitat alami menjadi bagian-

bagian yang lebih kecil dapat mengganggu 

populasi organisme yang tinggal di 

dalamnya. Fragmentasi habitat dapat 

mengisolasi populasi, mengurangi luas 

habitat yang tersedia, dan meningkatkan 

tingkat kepadatan populasi. 

2. Teori Kehilangan Keanekaragaman 

Hayati: Teori ini menyoroti bagaimana 

kerusakan habitat menyebabkan kehilangan 

keanekaragaman hayati. Keanekaragaman 

hayati sangat penting bagi keseimbangan 

ekosistem karena setiap spesies memiliki 

peran dan kontribusi unik dalam menjaga 

stabilitas ekosistem. 

3. Teori Kepunahan: Kerusakan habitat dapat 

menyebabkan kepunahan spesies. Ketika 

habitat alami suatu spesies mengalami 

kerusakan yang signifikan, spesies tersebut 

mungkin tidak dapat bertahan hidup atau 

beradaptasi dengan cepat sehingga berisiko 

punah. 

4. Teori Gangguan Siklus Hidrologi: Habitat 

yang rusak dapat mengganggu siklus 

hidrologi alami, seperti aliran sungai, pola 

hujan, dan proses erosi tanah. Gangguan ini 

dapat menyebabkan banjir, kekeringan, dan 

kerusakan lingkungan lainnya. 

5. Teori Perubahan Struktur dan Fungsi 

Ekosistem: Kerusakan habitat dapat 

mengubah struktur dan fungsi ekosistem 

secara signifikan. Misalnya, deforestasi 

dapat mengubah hutan yang lebat menjadi 

lahan terbuka, mengganggu rantai makanan 

dan siklus nutrisi. 

Pemahaman teori-teori ini penting untuk 

mengidentifikasi, mengurangi, dan mencegah 

kerusakan habitat serta untuk mendukung upaya 

konservasi dan restorasi ekosistem yang terpengaruh. 

Kerusakan sistem ekologi hayati merujuk pada 

gangguan atau perubahan yang terjadi pada 

ekosistem dan keanekaragaman hayati secara 

keseluruhan. Kerusakan ini bisa terjadi karena 

berbagai faktor, termasuk aktivitas manusia dan 

perubahan alamiah. Berikut adalah beberapa contoh 

kerusakan pada sistem ekologi hayati: 

1. Deforestasi: Penggundulan hutan secara 

besar-besaran dapat mengakibatkan 

hilangnya habitat bagi berbagai spesies flora 

dan fauna. Hal ini juga dapat mengganggu 

siklus hidrologi, meningkatkan erosi tanah, 

dan menyebabkan kehilangan 

keanekaragaman hayati. 

2. Urbanisasi: Perluasan perkotaan dan 

pembangunan infrastruktur perkotaan dapat 

menggusur habitat alami, memotong koridor 

ekologis, dan mengganggu ekosistem yang 

ada. 

3. Pencemaran Lingkungan: Polusi udara, 

air, dan tanah dapat merusak kualitas habitat 

dan mengancam kelangsungan hidup 

organisme di dalamnya. Pencemaran dapat 

menyebabkan kematian massal organisme, 

penurunan kualitas air dan tanah, serta 

ketidakseimbangan ekosistem. 

4. Perubahan Iklim: Perubahan iklim global 

dapat mengakibatkan perubahan suhu, pola 

hujan, dan tingkat kenaikan permukaan laut. 

Hal ini dapat mengganggu ekosistem darat 

dan perairan, menyebabkan migrasi spesies, 

dan meningkatkan risiko kepunahan. 



5. Overeksploitasi Sumber Daya: 

Penggunaan berlebihan atau eksploitasi 

berlebihan terhadap sumber daya alam 

seperti ikan, hutan, dan tanah dapat 

mengakibatkan penurunan populasi spesies 

target dan menyebabkan ketidakseimbangan 

ekosistem. 

6. Invasi Spesies Asing: Masuknya spesies 

invasif yang tidak asli ke suatu ekosistem 

dapat mengganggu keseimbangan ekologis 

dan menyebabkan penurunan populasi 

spesies endemik atau kehilangan 

keanekaragaman hayati. 

7. Pertanian Intensif: Praktik pertanian yang 

intensif seperti penggunaan pestisida dan 

penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan 

dapat merusak lingkungan alami, 

menyebabkan erosi tanah, dan menciptakan 

polusi sisa pertanian. 

Kerusakan pada sistem ekologi hayati dapat memiliki 

konsekuensi serius bagi manusia dan lingkungan, 

termasuk penurunan kualitas hidup, ketidakstabilan 

ekosistem, dan kerugian ekonomi. Oleh karena itu, 

penting untuk mengambil tindakan yang tepat dalam 

konservasi, restorasi, dan pengelolaan ekosistem 

untuk meminimalkan kerusakan yang terjadi. 

 Kawasan "Nilai konservasi tinggi" mengacu 

pada nilai ekologis, biologis, estetika, atau sosial 

yang menunjukkan pentingnya suatu area atau 

spesies untuk pelestarian atau perlindungan. Nilai 

konservasi tinggi dapat bervariasi tergantung pada 

konteksnya, tetapi umumnya mencakup beberapa 

faktor berikut: 

1. Keanekaragaman Hayati yang Tinggi: 

Area atau spesies yang memiliki tingkat 

keanekaragaman hayati yang tinggi sering 

dianggap memiliki nilai konservasi tinggi. 

Keanekaragaman hayati yang tinggi 

menunjukkan keberagaman genetik, spesies, 

dan ekosistem, yang penting untuk menjaga 

stabilitas ekologis. 

2. Kehadiran Spesies Terancam Punah atau 

Endemik: Area yang mendukung spesies 

yang terancam punah atau endemik (hanya 

ditemukan di wilayah tertentu) sering kali 

dianggap memiliki nilai konservasi tinggi 

karena pentingnya mempertahankan 

kelangsungan hidup spesies-spesies tersebut. 

3. Fungsi Ekologis yang Penting: Area atau 

spesies yang memiliki peran penting dalam 

menjaga fungsi ekologis, seperti penyediaan 

habitat bagi spesies lain, penyimpanan 

karbon, pemurnian air, atau perlindungan 

pantai dari erosi, sering dianggap memiliki 

nilai konservasi tinggi. 

4. Manfaat Sosial dan Budaya: Area atau 

spesies yang memiliki nilai penting dalam 

budaya lokal atau memiliki manfaat sosial, 

seperti rekreasi, pendidikan, atau penelitian, 

juga dapat dianggap memiliki nilai 

konservasi tinggi. 

5. Keindahan Alam: Daerah yang memiliki 

keindahan alam yang luar biasa, termasuk 

pemandangan alam, keindahan geologi, atau 

keberagaman bentang alam, sering kali 

dianggap memiliki nilai konservasi tinggi 

karena nilai estetika mereka. 

6. Kebutuhan untuk Pengamanan Sumber 

Daya: Area yang penting untuk 

mempertahankan sumber daya alam seperti 

air bersih, udara bersih, tanah subur, atau 

sumber daya alam lainnya juga dapat 

dianggap memiliki nilai konservasi tinggi. 

Menilai dan mengakui nilai konservasi tinggi dari 

suatu area atau spesies penting untuk 

menginformasikan keputusan dan tindakan dalam 

pelestarian alam dan pengelolaan sumber daya secara 

berkelanjutan. 

NKT 1. Kawasan yang Mempunyai Tingkat 

Keanekaragaman Hayati yang Penting 

NKT 1.1. Kawasan yang Mempunyai atau 

Memberikan Fungsi Pendukung Keanekaragaman 

Hayati Bagi Kawasan Lindung dan / Konservasi. 

NKT 1.2. Spesies Hampir Punah. 

NKT 1.3. Kawasan yang Merupakan Habitat bagi 

Populasi Spesies yang Terancam, Penyebaran 

Terbatas atau Dilindungi yang Mampu Bertahan 

Hidup (Viable Population). 



NKT 1.4. Kawasan yang Merupakan Habitat bagi 

Spesies atau Sekumpulan Spesies yang Digunakan 

Secara Temporer. 

NKT 2. Kawasan Bentang Alam yang Penting 

Bagi Dinamika Ekologi Secara Alami 

NKT 2.1. Kawasan Bentang Alam Luas yang 

Memiliki Kapasitas untuk Menjaga Proses dan 

Dinamika Ekologi 

NKT 2.2. Kawasan Lansekap yang Berisi Dua atau 

Lebih Ekosistem dengan Garis Batas yang Tidak 

Terputus (berkesinambungan) 

NKT 2.3. Kawasan yang Mengandung Populasi dari 

Perwakilan Spesies Alami 

NKT 3. Kawasan yang Mempunyai Ekosistem 

Langka atau Terancam Punah 

NKT 4. Kawasan Yang Menyediakan Jasa-jasa 

Lingkungan Alami 

NKT 4.1. Kawasan atau Ekosistem yang Penting 

Sebagai Penyedia Air dan Pengendalian Banjir bagi 

Masyarakat Hilir 

NKT 4.2. Kawasan yang Penting Bagi Pengendalian 

Erosi dan Sedimentasi  

NKT 4.3. Kawasan yang Berfungsi Sebagai Sekat 

Alam untuk Mencegah Meluasnya Kebakaran Hutan 

atau Lahan 

NKT 5. Kawasan yang Mempunyai Fungsi 

Penting untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar 

Masyarakat Lokal 

Syarat penetapan kawasan NKT 5 ini adalah jika 

masyarakat atau komunitas tidak memiliki sumber 

penghasilan lain kecuali menggantungkan dari hasil 

mengambil dari kawasan tersebut. 

NKT 6. Kawasan yang Mempunyai Fungsi 

Penting Untuk Identitas Budaya Tradisional 

Masyarakat Lokal 

 

 

NKT 1. Keanekaragaman Spesies 

Konsentrasi keanekaragaman hayati 

NKT 1 mencakup konsentrasi keanekaragaman 

hayati yang signifikan, yang diakui unik atau luar 

biasa: 

1. Dibandingkan dengan kawasan lainnya (di 

dalam negara yang sama misalnya, atau 

dalam negara yang besar, wilayah 

administrasi yang lebih kecil seperti negara 

bagian atau provinsi, dapat dijadikan unit 

referensi yang lebih sesuai; atau 

dibandingkan dengan unit biogeografi 

lainnya yang berukuran serupa). 

2. Berdasarkan kerangka kerja prioritas atau 

melalui kajian lapangan dan konsultasi  

Wilayah manapun yang mengandung konsentrasi 

spesies NKT 1 (RTE atau endemik) yang signifikan, 

atau yang mengandung habitat yang berperan kritis 

terhadap kebertahanan spesies tersebut akan 

ditetapkan sebagai kawasan NKT. Hal ini tidak 

berarti bahwa penampakan atau kehadiran spesies 

RTE yang terekam akan memenuhi syarat sebagai 

NKT, hanya apabila konsentrasi spesies tersebut 

signifikan secara global, regional atau nasional. Ingat, 

nilainilai non-NKT tersebut masih dapat dilindungi di 

bawah prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan 

lainnya. 

Terdapatnya keanekaragaman biologis dalam jumlah 

tertentu tidak terlalu penting untuk memenuhi syarat 

sebagai NKT 1; bahkan keberadaan satu spesies saja 



dapat dipertimbangkan cukup penting untuk menjadi 

NKT 1 sendiri; jika spesies tersebut misalnya, 

terdaftar dalam Daftar Merah IUCN atau daftar 

Spesies Dilindungi Nasional dan ditemukan dalam 

populasi yang cukup besar untuk memenuhi syarat 

sebagai konsentrasi atau signifikan dalam negara 

yang bersangkutan. 

NKT 2. Ekosistem dan mosaik pada level lanskap 

Ekosistem pada level lanskap yang luas serta 

mosaic ekosistem 

 

Secara prinsip, ukuran ambang batas bagi NKT 2 

harus berhubungan dengan kawasan yang dibutuhkan 

untuk memelihara populasi yang layak, khususnya 

spesies besar atau yang memiliki persebaran yang 

luas. Ambang batas wilayah sebesar 500 km2 (50.000 

ha) telah digunakan secara luas sebagai panduan, 

namun ini perlu ditentukan berdasarkan Interpretasi 

Nasional NKT atau konsultasi dengan ahli. Di Afrika 

Selatan misalnya, 5.000 – 10.000 ha digunakan untuk 

mendefinisikan ukuran yang “besar”. Ambang batas 

wilayah yang lebih kecil juga cocok pada region yang 

telah mengalami fragmentasi serta degradasi 

ekosistem dan habitat yang substansial. 

Populasi yang layak dari sebagian besar spesies 

alami 

Kebanyakan lanskap besar, yang belum pernah 

dipengaruhi oleh pembukaan lahan, pembalakan 

besar-besaran, intensifikasi pengelolaan padang 

rumput, perburuan yang berlebihan, pembendungan 

atau pelurusan aliran air, dominasi spesies yang 

terdomestikasi atau invasif, atau gangguan 

antropogenik besar lainnya selama beberapa dekade, 

kemungkinan mengandung populasi yang layak dari 

sebagian besar spesies alami. Agar memenuhi syarat 

sebagai NKT 2, kawasan tersebut tidak perlu 

sepenuhnya tak tersentuh atau perawan. Beberapa 

spesies kemungkinan telah dibasmi hingga ke akar-

akarnya atau menghilang pada level lokal, rentan atau 

diburu secara selektif atau merupakan spesies yang 

dipanen. Status NKT 2 dapat ditetapkan bahkan 

apabila beberapa spesies yang hilang tersebut 

mencakup spesies besar, dasar/keystone atau ikonik, 

khususnya apabila terdapat kemungkinan yang masuk 

akal bahwa keberadaannya dapat dikemblikan pada 

waktu yang akan datang. NKT 2 seringkali mencakup 

ekosistem yang mengandung sub-populasi penting 

dari spesies yang memiliki persebaran yang luas 

(contoh: anjing hutan/wolverine, harimau, dan gajah) 

walaupun keberadaan sub-populasi tersebut 

kemungkinan tidak akan layak dalam jangka panjang. 

NKT 3. Ekosistem dan habitat 

NKT 3 mencakup ekosistem, habitat atau refugia 

yang memiliki peranan penting dikarenakan 

kelangkaannya atau tingkat ancaman yang 

dihadapinya atau komposisi spesiesnya yang langka 

atau unik atau karakteristik lainnya. Untuk 

mendefinisikan ekosistem langka, perlu 

dipertimbangkan kehadiran ekosistem serupa lainnya 

di dalam region biogeografik dan/atau negara yang 

sama. Komposisi, ukuran, usia, dan struktur spesies 

dalam sebuah ekosistem dapat dijadikan kriteria yang 

penting. Contohnya, sebuah ekosistem yang umum 

ditemukan pada suatu wilayah atau negara boleh jadi 

langka dan terfragmentasi (langka dan terancam) di 

negara lain. 

Ekosistem adalah “kompleksitas dinamis yang 

melibatkan tumbuhan, hewan, dan komunitas mikro-

organisme serta lingkungan abiotiknya yang saling 

berinteraksi sebagai kesatuan unit yang fungsional. 

Pendekatan yang praktis adalah dengan 

menggunakan klasifikasi vegetasi yang mudah 

dikenali di lapangan dan juga citra satelit, foto udara, 

dan citra penginderaan lainnya. 

Habitat merupakan lokasi atau tipe situs di mana 

sebuah populasi atau organisme berada (sehingga 

memiliki peranan penting dalam pengelolaan di 

tingkat spesies). Habitat dapat 

memiliki arti yang sama dengan ekosistem seperti 

definisi di atas, atau didefinisikan pada skala yang 

lebih kecil—contohnya: beberapa singkapan berbatu 

merupakan habitat kunci bagi tumbuhan langka atau 

lokal di dalam ekosistem hutan, dan lahan basah 

musiman berperan krusial bagi beberapa spesies 

serangga di padang rumput. Habitat yang 

didefinisikan pada skala situs seringkali terlalu kecil 

untuk dianggap signifikan pada level nasional atau di 

atasnya. NKT 3 memfokuskan diri pada prioritas 

ekosistem tingkat tinggi yang menjadikan ekosistem 

tersebutlangka, sehingga habitat yang spesifik bagi 

spesies kunci perlu dipertimbangkan di bawah NKT 

1. 



Refugia: Terdapat dua jenis refugia (atau tempat 

berlindung) yang kemungkinan memiliki NKT 

(selain tempat berlindung musiman yang 

dipertimbangkan di bawah NKT 1): Refugia 

ekologis: wilayah terisolasi yang terlindungi dari 

perubahan yang tengah berlangsung (contohnya: 

ancaman manusia atau kejadian klimatis), serta di 

mana tumbuhan dan hewan 

yang tipikal untuk suatu region dapat bertahan hidup; 

dan Refugia evolusioner: wilayah di mana organisme 

dengan tipe atau jenis tertentu bertahan hidup 

sepanjang periode ketika kejadian-kejadian klimatis 

(contohnya proses glasialisasi) berpengaruh negatif 

terhadap wilayah lainnya yang dapat ditinggali. 

Refugia tersebut seringkali menyokong tingkat 

kekayaan spesies yang tinggi serta keberadaan 

jumlah spesies endemik yang signifikan. 

Dengan tujuan menentukan kelangkaan dan 

signifikansi, keputusan perlu diambil berdasarkan 

unit-unit biogeografis atau fisiografis antara 10 dan 

100 juta hektar, atau berdasarkan unit politik, 

nasional atau provinsial dengan ukuran serupa, 

seperti Ekoregion WWF atau klasifikasi lahan serupa 

yang didasarkan atas pola-pola vegetasi dan 

keanekaragaman biologis yang luas dan umum. 

Untuk mendefinisikan ekosistem langka, perlu 

dipertimbangkan kehadiran ekosistem serupa di 

dalam region biogeografis dan/atau negara yang 

sama. Contohnya, di Indonesia sebuah ekosistem 

yang telah kehilangan 50% atau lebih dari luasan 

aslinya di dalam region bio fisiografis 

dipertimbangkan sebagai NKT 3. 

NKT 4. Jasa Ekosistem 

Jasa ekosistem merupakan keuntungan yang 

diperoleh manusia melalui ekosistem, termasuk jasa 

penyediaan seperti makanan dan air; jasa pengaturan 

seperti pengaturan terhadap banjir, kekeringan, 

degradasi tanah, dan penyakit; jasa kultural seperti 

keuntungan rekreasional, spiritual, religi dan 

keuntungan non-materiil lainnya; serta jasa 

pendukung lainnya seperti pembentukan tanah dan 

daur nutrien23. Jasa-jasa dasar tersebut masuk ke 

dalam NKT 4 untuk situasi kritis (lihat di bawah). 

Situasi kritis 

Jasa ekosistem menjadi kritis ketika gangguan 

terhadap jasa tersebut mengakibatkan ancaman yang 

parah, katastropik atau berdampak negatif secara 

kumulatif terhadap kesejahteraan, kesehatan atau 

kebertahanan masyarakat lokal, fungsi-fungsi 

infrastruktur penting (jalanan, bendungan, waduk, 

skema hidroelektrik, sistem irigasi, bangunan, dll.), 

atau terhadap NKT lainnya. 

Konsep situasi kritis mengacu pada: Kasus yang 

melibatkan hilangnya atau rusaknya jasa ekosistem 

sehingga mengakibatkan prasangka buruk atau 

penderitaan terhadap pihak penerima jasa tersebut, 

baik secara langsung atau secara periodik (contohnya 

pengaturan ketersediaan air pada periode kekeringan 

yang kritis), atau Kasus yang melibatkan ketiadaan 

alternatif yang layak, tersedia langsung atau 

terjangkau (contohnya pompa dan sumur) yang dapat 

diandalkan jika jasa tersebut gagal. 

NKT 5. Kebutuhan Masyarakat 

Tingkat ketergantungan terhadap sumber daya NKT 

5 dapat cepat berubah sebagai dampak dari 

perubahan yang terjadi di wilayah tersebut seperti 

misalnya pembangunan atau perbaikan jalan, 

peningkatan infrastruktur komunikasi, atau arus 

masuk kedatangan migran. Penting untuk 

memastikan bahwa sumber daya NKT 5 tidak 

menjadi terbatas secara tiba-tiba tanpa adanya sebuah 

rencana transisi dengan alternatif yang sesuai yang 

diidentifikasi melalui metode-metode partisipatif, dan 

idealnya menggunakan proses PADIATAPA yang 

lengkap. Bahkan ketika PADIATAPA telah 

diperoleh, pihak pengelola perlu menggunakan 

pendekatan jangka panjang untuk memastikan bahwa 

perubahan dalam kebutuhan populasi dapat 

diperkirakan sebelumnya. 

Jika wilayah yang sempit digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar, masyarakat mungkin merasa perlu 

untuk memanfaatkan lahan dan sumber daya lainnya, 

sehingga menambah risiko bagi NKT atau investasi 

lainnya. Dalam kasus tersebut, pertukaran antar NKT 

yang berbeda perlu dikelola melalui konsultasi 

dengan para pemangku kepentingan serta analisis 

biaya dan manfaat (dengan mempertimbangkan 

ragam risiko, biaya, dan keuntungan sosial, 

lingkungan dan ekonomi). Jika jenis pemanfaatan 

sumber daya masyarakat bersifat ekstraktif, 

khususnya apabila pemanfaatannya dapat 

memengaruhi NKT-NKT yang berhubungan dengan 

keanekaragaman hayati seperti misalnya spesies 

terancam punah, maka pihak pengkaji perlu 



mengumpulkan data mengenai sejarah/sejarah 

tradisional sumber daya terkait beserta 

pemanfaatannya, statusnya di masa lalu dan masa 

kini, serta kemungkinan tren di masa depan, untuk 

membantu mengkaji keberlanjutan aktivitasnya di 

masa kini dan masa yang akan datang. 

NKT 6. Nilai Kultural 

NKT 6 mewakili wilayah-wilayah dengan 

signifikansi budaya yang memiliki peranan 

tradisional yang penting bagi masyarakat lokal atau 

adat. Hal ini dapat mencakup situs-situs religi atau 

sakral, lahan pemakaman, atau situs yang menjadi 

lokasi pelaksanaan upacara adat. Konsep ini dikenal 

baik oleh masyarakat lokal, dan beberapa hukum 

nasional mensyaratkan agar keberadaannya 

diidentifkasi dan dilindungi. Pihak pengkaji perlu 

mempertimbangkan apakah hukum yang sudah ada 

cukup untuk melindungi situs-situs/wilayah-wilayah 

tersebut. 

Kerusakan Habitat 

Kerusakan habitat merujuk pada perubahan yang 

terjadi dalam lingkungan alami yang menyebabkan 

ketidakmampuan bagi organisme hidup untuk 

bertahan dan berkembang secara normal. Penyebab 

utama kerusakan habitat meliputi deforestasi, 

urbanisasi, degradasi lahan, dan perubahan iklim. 

Akibatnya, banyak spesies mengalami hilangnya 

habitat alami mereka, yang dapat mengancam 

kelangsungan hidup mereka. 

Keanekaragaman Hayati 

Keanekaragaman hayati merujuk pada variasi 

genetik, spesies, dan ekosistem di suatu wilayah 

tertentu. Keanekaragaman hayati memainkan peran 

penting dalam menjaga stabilitas ekosistem, 

produktivitas ekologi, dan keseimbangan ekosistem. 

Namun, fenomena seperti kepunahan spesies, 

pengenalan spesies asing invasif, dan perusakan 

habitat menyebabkan penurunan keanekaragaman 

hayati di seluruh dunia. 

Dampak Terhadap Ekosistem dan Manusia 

Kerusakan habitat dan penurunan keanekaragaman 

hayati memiliki dampak yang luas, baik bagi 

ekosistem maupun manusia. Penurunan 

keanekaragaman hayati dapat mengganggu siklus 

makanan, mengurangi ketahanan ekologi terhadap 

perubahan lingkungan, dan meningkatkan risiko 

kepunahan massal. Sementara itu, kerusakan habitat 

dapat menyebabkan peningkatan bencana alam, 

seperti banjir dan tanah longsor, serta menyebabkan 

kerugian ekonomi yang signifikan. 

Upaya Konservasi dan Restorasi 

Untuk mengatasi kerusakan habitat dan penurunan 

keanekaragaman hayati, diperlukan upaya konservasi 

dan restorasi yang komprehensif. Langkah-langkah 

ini mencakup pembentukan kawasan lindung, 

rehabilitasi habitat yang rusak, pengendalian spesies 

invasif, dan pengelolaan sumber daya alam yang 

berkelanjutan. Selain itu, perlindungan terhadap 

keanekaragaman hayati juga memerlukan upaya 

internasional dan kerjasama lintas batas. 

Pencemaran Lingkungan: Ancaman Terhadap 

Kesehatan dan Ekosistem 

Pencemaran lingkungan mencakup pelepasan zat-zat 

berbahaya ke dalam udara, air, dan tanah oleh 

berbagai aktivitas manusia, seperti industri, 

transportasi, dan pertanian. Dampak pencemaran 

lingkungan termasuk kerusakan ekosistem, 

penurunan kualitas udara dan air, serta masalah 

kesehatan seperti penyakit pernapasan dan kanker. 

Kebijakan NDPE: Mengurangi Dampak Negatif 

Industri Terhadap Lingkungan 

Kebijakan NDPE bertujuan untuk melindungi hutan, 

lahan gambut, dan hak asasi manusia dengan 

menghapus deforestasi, penggundulan lahan gambut, 

dan eksploitasi dalam rantai pasokan produk-produk 

pertanian. Perusahaan yang mengadopsi kebijakan 

NDPE berkomitmen untuk mengurangi dampak 

negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat, serta 

berkontribusi pada pelestarian ekosistem global. 

Sinergi Antara Perlindungan Lingkungan dan 

Kebijakan NDPE 

Terdapat sinergi yang jelas antara upaya 

perlindungan lingkungan dan implementasi kebijakan 

NDPE. Melalui pengurangan emisi dan limbah 

berbahaya, serta promosi praktik pertanian 

berkelanjutan, perusahaan dapat meminimalkan 



pencemaran lingkungan dan mematuhi standar 

keberlanjutan yang ditetapkan dalam kebijakan 

NDPE. 

Pentingnya Kesadaran dan Tindakan Bersama 

Kesadaran akan dampak pencemaran lingkungan dan 

pentingnya kebijakan NDPE harus ditingkatkan di 

semua tingkatan masyarakat, termasuk perusahaan, 

pemerintah, dan konsumen. Langkah-langkah 

konkret, seperti investasi dalam teknologi ramah 

lingkungan, penerapan praktik pertanian 

berkelanjutan, dan promosi produk-produk yang 

mematuhi standar NDPE, diperlukan untuk 

melindungi lingkungan dan meningkatkan 

keberlanjutan ekonomi. 

Komitmen NDPE Perusahaan 

DSN Group berkomitmen terhadap prinsip-prinsip 

Kesejahteraan Bersama, dengan para karyawan, 

rantai pasokan, dan masyarakat, di mana tujuan 

utama dalam kebijakan NDPE kami adalah untuk 

membangun produksi dan rantai pasokan kelapa 

sawit yang dapat ditelusuri, transparan, dan 

berkelanjutan, sambil memastikan transformasi yang 

berkelanjutan dan inklusif, melalui komunikasi dan 

keterlibatan proaktif dengan para pemangku 

kepentingan utama. Untuk mencapai tujuan ini, DSN 

Group berkomitmen untuk menerapkan praktik 

produksi minyak kelapa sawit yang: 

o Mematuhi hukum dan peraturan 

nasional; 

o Ramah lingkungan untuk 

melindungi hutan dan 

keanekaragaman hayati secara 

efektif; 

o Mengurangi emisi gas rumah kaca 

(GRK); dan 

o Menghormati hak-hak masyarakat 

adat, pekerja, dan komunitas lokal. 

Metode Penelitian 

Metode penelitian melibatkan survei lapangan, 

analisis data sekunder, tinjauan literature, dan 

wawancara pada masyarakat. 

HASIL 

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa PT PWP 

merupakan kawasan tingkat NKT 1 yang banyak 

menemukan satwa endemic diantaranya beberapa 

dalam daftar hewan di lindungi yaitu orang utan 

Kalimantan, owa kalawet dan rusa endemic. 

Kerusakan ekologi akibat dari perubahan hutan 

menjadi perkebunan dan dampak pembangunan 

pabrik kelapa sawit yang tanpa memperhatikan 

sumber-sumber mata air berakibat buruk pada 

rusaknya sistem sungai dan keringnya air tanah yang 

terjadi pada kawasan konsesi utama HGU PT PWP. 

Komitmen DSNG pada Penerapan NDPE cukup 

diakui dalam penerapan untuk tidak menggunakan 

lahan gambut dari sejak perusahaan berdiri akan 

tetapi untuk penerapan upah dalam rantai supply 

chain sangat buruk dan tanpa komitmen pengawasan 

yang jelas menyebabkan banyak ditemukan 

pelanggaran hak-hak dasar pekerja dalam kontraktor 

di PT PWP dan DSNG tidak melakukan komitmen 

untuk deforestasi hal ini dapat dibuktikan area 

penyangga HGU tidak di awasi dengan baik sehingga 

banyak terjadinya pembabatan hutan yang dilakukan 

oleh masyarakt maupun kariawan PT PWP untuk 

menjadi perkebunan sawit yang hasil akhirnya 

menjadi buah sawit yang di beli atau di tamping oleh 

PWP hal ini jelas melanggar etika dalam penerepan 

deforestasi dimana perusahaan lalai dalam penerapan 

NDPE. 

Pembahasan 

PT PWP merupakan kawasan NKT 1 yang ditemukan 

satwa endemic didalamnya dari penelusuran peneliti 

PT PWP tidak berkomitmen pada NKT 1 dimana 

dalam wawancara dan peninjauan lapangan didapati 

berdasarkan pengakuan masyarakat sekitar bahwa 

perusahaan pernah memberikan pekerjaan berupa 

tugas menembak satwa endemic di kawasan 

perusahaan yaitu orang hutan hal ini disebabkan oleh 

orang hutan dianggap hama oleh perusahaan. Dalam 

sumber lainnya wawancara dengan salah satu kerabat 

mantan petinggi PT PWP didapati bahwa rumor 

tersebut dapat di konfirmasi telah terjadi dan dapat di 

buktikan secara empiris urutan waktu kejadian dan 

kasus serta kronologinya. Hal ini menurut peneliti 

merupakan pelanggaran bagi kawasan NKT 1 yang 

dilakukan dan tindakan pelanggaran NDPE yang 



berat. Dalam wawancara didapatkan juga bahwasan 

warga sekitar yang dipekerjakan untuk melakukan 

tugas tersebut mendapatkan kompensasi dari 

perusahaan. Hal ini berdampak pada kerusakan 

ekologi yang tidak ternilai dikarenakan orang utan 

masuk dalam daftar hewan dilindungi yang 

membantu melestarikan hutan. Dalam komitmen 

NDPE perusahaan. Perusahaan sudah melanggar 

komitmen tersebut dan satu-satunya komitmen yang 

di pegang teguh oleh perusahaan adalah tidak 

melakukan pembukaan lahan gambut. Dalam bentuk 

deforestasi perusahaan melakukan tindakan abai atau 

tutup mata terhadap zona buffer dalam hgu yang 

mana digunakan untuk pembukaan sawit yang 

dilakukan oleh warga atau kariawan perusahaan itu 

sendiri. Hal ini didukung keterangan ahli yang 

berpendapat bahwa perusahaan mendapatkan 

keuntungan dari buah sawit yang akan dijual nanti 

kepada Pabrik kelapa sawit milik DSNG group yang 

beroperasi di PT PWP. Dalam wawancara local 

dengan masyarakat setempat juga didapati bahwa 

pembangunan pabrik secara sembarangan dalam 

penempatannya telah mematikan banyak sumber air 

tanah warga yang berupa sungai-sungai kecil yang 

bermuara pada sungai lamandau. Dalam penelusuran 

penelitian dan survey dilapangan sumber sumber air 

tadi dibuka untuk menjadi lahan sawit dan menjadi 

sumber air bersih untuk pabrik-pabrik PT PWP 

sehingga terdampak hanya air sisa hasil kelola yang 

di nikmati oleh masyarakt yang telah berbau oleh 

proses pengolahan kelapa sawit. Selain itu 

pencemaran udara yang dilakukan oleh pabrik 

pengolalaan produk kelapa sawit juga menggangu 

desa terdampak antara lain suja, sekoban, bekonsu 

dan tamiang serta dampak kebisingan yang 

ditimbulkan. Selain hal di atas dalam hal pemenuhan 

NDPE komitmen dimana salah satunya dalam rantai 

suplly chain . peneliti mendapati banyak pelanggaran 

yang terjadi selama dilapangan yang diarea 

perusahaan yang dibiarkan sebagai nya antara lain 

salah satu pengangkut CPO dari perusahaan yang 

merupakan kontraktor perusahaan tidak menerapkan 

upah yang layak atau dalam kategori umr serta tidak 

memiliki pemenuhan kewajiban berupa BPJS baik 

ketenaga kerjaan maupun kesehatan. Hal ini jelas 

melanggar komitmen NDPE yang diakui dan 

diterapkan oleh perusahaan. Didapati pula terjadinya 

jam kerja yang tidak normal yaitu melebihi 10 jam 

sehari, tidak menggunakan safety dan mobil yang 

tidak sesuai dengan kategori jalan yang dilewati. Hal 

ini membuat peneliti meyakini bahwa PT PWP 

mengetahui dan dengan sengaja abai dan menutup 

mata terhadap hak-hak pekerja dalam kontraktor 

yang dipilih sehingga menurut peneliti Abai nya PT 

PWP bukan berupa ketidak sengajaan atau 

ketidaktahuan tapi merupakan bentuk penindasan 

modern dan perbudakan yang menggunakan pihak 

ketiga yaitu kontraktor untuk melakukannya sehingga 

PT PWP dapat menggunakan kata pembelaan kami 

tidak mengetahui dan tidak ada itikad baik perbaikan 

dalam hal tersebut. 

Kesimpulan 

Dalam kesimpulan nya peneliti menyimpulkan 

beberapa : 

1. PT PWP merupakan kawasan NKT 1. 

2. PT PWP merupakan dalang dari kerusakan 

ekosistem ekologi dan lingkungan dari 

sekitar HGU dan melakukan pencemaran 

udara dan air. 

3. PT PWP diduga kuat berdasarkan 

pengakuan masyarakat banyak melakukan 

tindak pembunuhan pada orang utan dan 

owa Kalimantan akibat dianggap sebagai 

hama. 

4. PT PWP dan DSNG group melanggar 

komitmen NDPE yang disampai oleh DSNG 

group pada tingkat pekerja dan lingkungan 

5. PT PWP dan DSNG group melakukan 

komitmen NDPE pada tidak adanya 

pengelolaan lahan gambut yang dilakukan 

6. PT PWP dan DSNG group melanggar 

NDPE pada pekerja yang dipekerjaan pada 

kontraktor perusahaan hal dari hal upah dan 

safety 

7. NDPE yang dilaksanakan hanya sekerja 

pemenuhan bukan sebuah standar dalam 

DSNG 

Saran 

1. Adanya penyelidikan independen dari kasus 

pembunuhan Orang Utan dan Owa 

Kalimantan yang dilakukan dalam konsensi 

perusahaan dan dilakukan oleh lembaga 

yang kredibel dari WWF atau diluar 

Indonesia atau lembaga yang tidak terafiliasi 



dengan DSNG maupun pemegang saham 

DSNG atau ada kaitan dengan kepentingan-

kepentingan DSNG dan PT PWP 

2. Pelanggaran NDPE agar dapat diatasi 

dengan pemutusan kontraktor dan 

pembentukan kontraktor atau pencarian 

kontraktor yang memenuhi NDPE tersebut 

secara pekerja 

3. Lebih memperhatikan secara khsusus 

kawasan buffer agar terjaganya NKT 1 

4. jika tidak diperbaiki maka layak dikatakan 

DSNG dan PT PWP merupakan Crime 

Coorporated yang tidak menginginkan 

perbaikan dan perubahan untuk menjaga 

bumi lebih baik 
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